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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)kabupaten/kota yang











untuk menjalankan otomoninya agar tumbuh dan berkembang
4berlandaskanpartisipasiotonomidemokratisasi,pemberdayaanmanusia,
memberikanpelayanandanmeningkatkanlajupembangunandiwilayah
tersebut.Pengalokasian dana desa yang diterima dariAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)menjadipopulerdiberbagai









siklus pengelolaan keuangan berjalan dengan baik (Yuliansyah &




Alokasidana desa bisa diartikan bahwa dalam pengelolaan
keuangan harus bersumberpada sistem dan proseduryang telah





Implementasi (penerapan) penatausahaan diperlukan untuk
mengetahuisejauhmanapengelolaandanpelaporanalokasidanadesa











Pelaporan keuangan salah satu bentuk dari wujud










pada dasarnya sangatditentukan oleh kemajuan desa.Akuntansi
pemerintahanjugaharusmenyediakaninformasidalamprosesmanajerial










Tingkat akuntabilitas dalam implementasi penatausahaan






























dengan baik karena tidak mematuhiketentuan.Dengan demikian
penerapantahapperencanaan,pelaksanaansertapengawasansesuai
pedomanadalahimplementasidiantarapenelitianyangsudahada.Dari








































































































,konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi,
supervise,danpendampingan.
TujuanpembangunandesasebagaimanadituangkandidalamUU





berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat
kebersamaan,kekeluargaandankegotongroyongangunamewujudkan
perdamaian dan keasilan social (Shuida, 2014). Pelaksanaan
pembangunankawasanperdesaaninidiaturdenganperda,dengan






sedang berkembang sangatpesat.Kebutuhan atas penggunaan




















oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan
pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang
bersangkutan.
Adatigabidangutamadariakuntansi,yakniakuntansiperusahaan









Sedangkan akuntansisosialadalah bidang akuntansiyang khusus
diterapkandalamlembagamakroyangmelayaniperekonomiannasioanal,
sepertineraca pmbayaran negara,rekening arus dana,rekening
pendapatan,danproduksinasional.
b.KonsepAkuntansiPemerintahan


























penting karena keuangan pemerintahan mempresentasikan semua
aktivitasdankebijakanpolitik,ekonomidisuatupemerintahan.





















masyarakat lokalharus mengubah dirinya,untuk mencapaitata
pemerintahanlokalyangbaikolehpemerintahdaerah,harusterdapat
pengembangankapasitaspemerintahdaerahyangmencakupreformasi
pemerintah daerah,peningkatan kemampuan organisasionaldalam







menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi tersebut.
akuntabilitas sector pemerintahan dijalankan dengan baik maka
demokrasiberjalandenganbaik.
18
Pengembangan kapasitas daerah yang mencakup reformasi
pemeintah daerah serta peningkatan kemampuan organisasidalam
pengambilan kebijakan dan pelayanan public,kondisi keuangan
pemerintahdaerahyangbaikdanstabil,danpembangunankapasitasdari
















































4)Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-
undangandiserahkankepadadesa(BPKP,2015).
KekuasaanpengelolaankeuangandesadipegangolehKepala




































































4)Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban(BPKP,2015).
3.ImplementasiPenatausahaanKeuanganDesa






adalah pencatatan terhadap seluruh transaksiyang ada berupa

















daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ada tiga tahap
pembangunandesameliputi1.Tahapperencanaan2.Tahappelaksanaan
3.Tahappengawasan.Dalam halinikebersamaan,kekeluargaan,dan
gotongroyong dikedepankan untuk mewujudkan pengurustamaan
perdamaiandankeadilansosial.
25
Daripenjelasan UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
perencanaan pembangunan desa diselengarakan dengan
mengikutsertakanmasyarakatdesamelaluimusyawarahperencanaan









adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk
mengetahuidan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang
keuangandaerah.Denganadanyatransparansimenjaminaksesatau
kebebasan bagisetiap orang untukmemperoleh informasitentang
penyelenggaraanpemerintah,yakniinformasitentangkebijakan,proses
pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.











































Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap
warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip
transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan









mengetahuiberbagaihalyang dilakukan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam
membanguntransparansiorganisasisektorpublikdibutuhkanempat
komponenyangterdirirdariadanyasistempelaporankeuangan,adanya
























Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengukapkansegalakegiatandanaktifitasyangmenjaditanggung
jawabnya kepada pihak pemberiamanah yang memilikihak dan





Nomor71 Tahun 2010 Tentang StandarAkuntansiPemerintahan,
akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,








Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan
bertanggungjawabataskeberhasilanataupunkegagalanpelaksanaan
misiorganisasidalammencapaihasilyangtelahditetapkansebelumnya,
melaluimedia pertanggunjawaban yang dikerjakan secara berkala
(Mardiasmo,2012).
Sistemakuntansiadalahorganisasiformulir,catatan,danlaporan
yang dikoordinasisedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan (Mulyadi,2001).Peraturan Pemerintahan
RepublikIndonesiaNomor24Tahun2005menjelaskansistemakuntansi
pemerintahan adalah serangkaian prosedurmanualmaupun yang







pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Akuntabilitasadalahmenjaminnilai-nilaiyangpentingsepertiefisiensi,
efektifitas,reliabilitas,danprediktibilitas.
Kewajiban pemerintah daerah untukmempetanggungjawabkan


























administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.












































brsumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukanbagidesayangditransfermelaluianggaranpendapatandan





ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kotayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanja
Negarayangdigunakanuntukmendanaipenyelenggaraanpemerintahan,














































undang.ADD disalurkan ke desa secara bertahap.Dalam proses
penganggarandesasetelahkebijakanumumanggarandanprioritasserta
plafonanggaransementaradisepakatikepaladaerahbersamadewan











a.meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam
melaksanakan pelayana pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatansesuaikewenanganya.
b.Meningkatkankemampuanlembagakemasyarakatandidesa

































e.AlokasiDana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran























pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa,Sekretaris,Bendahara,dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
PemerintahDesayaitupihakyangkompetendalam pengelolaanADD
dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi penata usahaan
transparansiakuntabilitaspelaporandanpengelolaanalokasidanadesa
dalam pembangunan desa diDesa Kabunan Kecamatan Taman
KabupatenPemalang.
C.MetodePengumpulanData



































































































Metode triangulasi adalah metode yang mengecek
keabsahandatadenganmemanfaatkansesuatuyanglain.Halitu



































































































































































8.Mewakilidesanya didalam dan diluarpengadilan dan dapat


























































































1.Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
































4.Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA
(DokumenPerubahanPelaksanaAnggaran),danDPAL(Dokumen
PelaksanaanAnggaranLanjutan)sesuaibidangtugasnya








































Dalam menjalankan Pemerintahan Desa,terdapatpembagian
wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk
perwujudankemandirianDesa.Pembagianwewenangdalammenjalankan








































































































pengeluaran maupun penerimaan desa darirekening desa yang
merupakankewajibandesadalam1tahunanggaranyangtelahditetapkan
pemerintah desa. Implementasi penatausahaan pengelolaan dan
pelaporanAlokasiDanaDesaadalahseluruhkegiatanyangmeliputi
penatausahaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawabankeuangandesa.
Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan
keuangandesayangdilakukanolehpemerintahanyaituKepalaUrusan
Keuangan Desa yang meliputi penatausahaan penerimaan dan




sebagaikepala ditingkatpemerintahan desa.Kepala Desa dalam
pelaksanaanyadibantuolehPelaksanaTeknisPengelolaanKeuangan
Desa(PTPKD)yangmerupakanperangkatdesayangdipiliholehkepala
desa.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur
perangkatdesayangmembantuKepalaDesadalam melaksanakan
pengelolaankeuangandesa.KepalaUrusanKeuanganDesamemiliki
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan





atas pengelolaan administrasi keuangan desa melalui laporan
pertanggungjawaban.Laporanpertanggungjawabandisampaikansetiap
satubulankepadaKepalaDesapalinglambattanggal10bulanberikutnya,






























No Langkah Pelaksana Penjabaran


















































yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang dalam haliniPelaksana Tugas Pengelolaan
KeuanganDesasudahdilaksanakansesuaiperaturanyangditetapkan
PemerintahKabupatenPemalangyakniPeraturanBupatiNomor38Tahun











adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk







































seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari ketiga
mekanisme tersebutkita upayakan sebaik mungkin supaya tidak




























“kita libatkan masyarakat dalam evaluasi setelah rapat
perencanaan,namuntidaksemuamasyarakatdilibatkanhanyaperangkat





















alesan sendiri,namun demikian masyarakatmengaharapkan
adanyaketerlibatanmasyarakdaninformasimengenaialokasi
danadesasupayatidaktimbulkecurigaankepadaaparatdesa.
2.)Mekanisme yang memfasilitasipertanyaan-pertanyaan publik
tentangberbagaikebijakandanpelayananpublik,maupunproses
didalam sektorpublik:dalam halinipemerintahdesamelibatkan
masyarakat dalam musyawarah desa,masyarakat berharap







elemen masyarakatdalam setiap proses perencanaan dan
pembangunan desa serta pemberitahuan informasimengenai
pendapatan dan pengeluaran desa,dengan demikian dapat
meningkatkankepercayaanmasyarakatkepadapemerintahdesa.





adalah partisipasi,transparansidan kebertanggungjawaban dalam
pelaksanaanpemerintahandanpembangunan.
Tingkatakuntabilitasdalam implementasipengelolaanalokasi

































dengan hasilwawancara dengan informan Bapak Ahmad yang
87
menyatakan:





Memang masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui,
penerapan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dalam
pelaksanaanya yang masih jauh dariharapan masyarkatsehingga



















































1.Kepala Desa selaku penanggungjawab alokasidana desa


































































































































Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaporan









dana desa terintgrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
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PertanggungjawabanAlokasiDanaDesadibuatdalam bentukLaporan,








harusdipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah
kabupatenataupun masyarakat.Adapaunpertanggungjawabankepada
masyarakat dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali,

























































oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten













sudah cukup baik.Pemeintah desa telah menerapkan prinsip
transparansi,Halinisesuaidenganpelaksanaan3mekanismeyang
menjaminsistem keterbukaandanstansarisasidarisemuaproses
pelayanan publik, mekanisme yang menfasilitasi pertanyaan-
pertanyaanpubliktentangberbagaikebijakandanpelayanapublik,
maupunproses-prosesdidalamsektorpublik,sertamekanismeyang
menfasilitasipelaporan maupun penyebaran informasimaupun
penyimpangantindakanaparatpublikdidalam kegiatanmelayani.













desa ataupun musyawarah desa dan pertanggungjawaban telah












Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sudah sesuai
dengan menerapkan sistem dan prosedurberdasarkan Undang-
UndangNomor6Tahun2014danPeraturanDalamNegeriNomor113
Tahun2014.PengelolaanAlokasiDanaDesadimulaidari Tahap
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban.Meskipun pengelolaaan alokasidana desa
dalam pelaksanaanyamasihbanyakkekurangan,namunpemerintah
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BerdasarkanUUD No 6Tahun2014TentangDesa.Jakarta:





































































































































































































































































6 BagaimanapelaporanADD? Mekanisme pelaporan
dilaksanakandenganmusyawarah
bersama masyarakat kemudian



















































































































Dana ADD yang turun didesa
KabunansebesarRp.874.640.000
dan dana tersebutdialokasikan
untukpembangunandesa
2. Bagaimanaperencanaandan
pengawasandalampengelolaan
ADD?
dalamtahapperencanaan
memangmasyarakatdilibatkan,
masyarakatjugaberharap
pendapatataupunusulanyang
merekaserukandapat
direalisasikanolehpemerintah
desa
3. Apakahadakendaladari Kendalayangseringterjadi
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pelaksanaanpembangunan
terkaitalokasidanadesa,serta
manfaatnyaapasaja?
biasanayapadaketetapanwaktu
dalammenyusunlaporan
seringkalitidaksesuaidengan
ketentuanyangsudahditentukan,
halinidisebabkankarenaSumber
DayaManusiayangdiberitugas
dalambidangnyamempunyai
kelehamandankelebihanmasing-
masing
4. Bagaimanabentuk
pertanggungjawaban
pemerintahdesaterkait
pelaksanaanpembangunan
mengenaiADD?
Pengawasan dilaksanakan oleh
pihakkecamatandaninspektorat
untukmengawasipelaporanyang
berbentukSPJ darimulaiawal
pengambilan sampai dengan
penggunaandana
5. Bagaimanaimplementasi
penatausahaandalamproses
pembangunandesa?
Untukmelaksanakanoperasional
kegiatanterkaitprogram-program
desa,padasaatpengeluarankas
harusdisimpanbukti-bukti
transaksi,kemudiankasmasuk
dankaskeluardicatatdidalam
bukukasumum,bukukas
pembantupajakdanbukubank
selanjutnyamelakukanpenutupan
disetiapbulanyaatasbukukas
umum,bukukaspembantupajak
danbukubank,sebagaibenuk
laporanpertanggungjawaban
kepadaKepalaDesa
6 BagaimanapelaporanADD? laporanpertanggungjawabanyang
telahsayabuatdiserahkebagian
pemerintahanyangkemudian
diverifikasiolehTimPendamping
Kecamatanyangkemudian
diteruskanpemerintahdengan
tembusaninspektorat,karena
sebelumkepemerintahan,laporan
dicekdulukebenaranyaoleh
inspektorat
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7. Bagaimanatingkatpartisipasi
masyarakatdalamproses
perencanaanpengelolaanADD?
Tingkatpartisipasimasyarakat
antusias,haliniterbuktiketika
musyawarahmasyarakatbanyak
berpendapatdanmemberikan
masukankepadapemerintahdesa
8. Bagaimanaprinsipakuntabilitas
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Untukmasalahprinsip
akuntabilitaskitamelakukan
berupawujudnyatadalam
pembangunandesaseperti
perbaikanjalandansebagainya
9. Bagaimantingkatakuntabilitas
dalampengelolaanADD?
Kitaarahkansewajarnyasaja,hal
inisesuaiapayangdiarahkan
kepaladesa
10
.
Bagaimanaprinsiptransparansi
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Dalamhalinitentukitatidak
semuahaltransparankepada
masyarakat
11
.
Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
transparansiyangadadidesa
Kabunansendirimemangkami
batasikepadamasyarakat,tetapi
tetapmenerapkanprinsip
keterbukaan,namuntidak
sepenuhnyatransparanseperti
pengeluarandanpemasukan
secararinci,karenadikhawatirkan
membuatkesalahpahaman
terhadapperangkatdesa
12
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Untukmasalahketerbukaan
sendirisemuahaladabatasanya,
tidaksemuamasyarakatharus
tau,yangjelaskitasampaikan
kepadamasyarakatkita
sampaikan
13
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitamelakukanyasesuaistandar
danketentuanyangsudah
ditetapkanolehpemerintah
14
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
Masyarakatdiberikesempatan
untukmemberikanpendapatatau
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yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
saranuntukpemerintahdesa
dalammusyawarahdesa,namun
tetapadabatasandankepaladesa
yangmengambilkeputusan
15
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Kitainformasikansemuanya
ketikamusyawarah,apabilaterjadi
penyelewenganaparatdesa
semuakembalikekebijkankepala
desa
16
.
BagaimanaevaluasiADDdi
desaKabunan?
EvaluasiADDdidesakabunan
dilakukansetiap3bulansekali
yangmelibatkantokoh
masyarakat,LPM,danBPD
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Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Slamet
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
mendapataksesinformasi
keuangandesa?
Keterbukaankepadamasyarakat
hanyatausebatasdalamhal
perencanaan
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Bentuktanggungjawabpemerintah
desamengalokasikanuntuk
pembangunandesaseperti,
perbaikanjalandansebagainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Penyelenggaraandalam
pengelolaanADDmasyarakat
cumadilibatkandalambeberapa
halsaja
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Melaluirapatmusyawarahdesa,
pemerintahmenyampaikandan
memberiinformasiataupun
melaluipapaninformasi
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Untuktingkattransparansisudah
cukuplumayantransparan
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Memanguntukketerbukaan
dibatasi,seharusnyamemang
pemerintahdesatidakmembatasi
halitukarenapemerintahwajib
transparankepadamasyarakat
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7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kamihanyamelihatberdasarkan
darihasilkinerjaaparatdesa
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Dalamhalinimasyarakat
dilibatkanketikamusyawarah
desa,walaupunterkadang
pendapatatausarankitatidak
direalisasikan
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Masyakaratdalamhalinikurang
mengetahui,kemungkinanhanya
aparatdesayangmengetahuinya.
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
Kitasebagaimasyarakat
dilibatkandanketikaevaluasi
tokohmasyarakatdanBPDjuga
dilibatkan
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Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Budiman
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
mendapataksesinformasi
keuangandesa?
Untukmasalahketerbukaan
keuanganmasyarakathanyatau
perencanaansaja
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Pemerintahcukup
bertanggungjawabdalambentuk
perbaikanjalandanperbaikan
lainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Penyelenggaraandalam
pengelolaanADDmasyarakat
cumadilibatkandalambeberapa
halsajasemntarauntuk
pertanggungjawabanmasyarakat
113
tidakterlibat
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Melaluirapatmusyawarahdesa,
pemerintahmenyampaikandan
memberiinformasiataupun
melaluipapaninformasi
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Pemerintahdesasudahlumayan
transparandalampenyampain
pengelolaanADD
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Pemerintahdesamempunyai
batasan-batasandalam
keterbukaantransparansi
pengelolaanADDkepada
masyarakat
7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Yamungkinkitabisalihat,
bagaimanhasildari
kepemimpinanselamamenjabat,
apasajayangsudahterealisasi
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Kitabiasanyadilibatkandalam
musyawarahperencanaan
pembangunandesa,namun
memangterkadangpendapatkita
tidakterealisasi,mungkinadahal
tersendiridaripemerintahdesa
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
kemungkinanhanyaaparatdesa
yangmengetahuinya.Masyarakat
belumpernahmendengarsecara
langsungdariaparatdesa
mengenaiadanyapenyelewengan
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
Kitadilibatkandanjuga
melibatkantokohmasyarakatdan
BPDketikaevaluasiADD
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Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Ahmad
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
Keterbukaanuntukmasalahdana
sampaisaatinikitatidakpernah
tauberapatotaldanayang
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mendapataksesinformasi
keuangandesa?
dihabiskandalampembangunan
desa
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
tanggungjawabpemerintahdesa
sayarasalumayanbaik,dengan
mengalokasikanuntuk
pembangunandesaseperti,
perbaikanjalandansebagainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Masyarakatmemangdilibatkan
dalammusyawarahdesaseperti
rapatperencanaan
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Pemerintahmemberikaninformasi
melaluirapatmusyawarahdesa
sertamelaluipapaninformasi
yangdipasangdititik-titikdesa.
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Transparansisudahlumayan,ya
memangadabatasanyang
dilakukanolehpemerintah
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Pemerintahmemangmembatasi
keterbukaan,batasan-batasan
mengenaipengelolaanADD
kepadamasyarakat
7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitamelihatbagaimana
standarisasiyamelihat
berdasarkanhasildari
kepeminpinanselamamenjabat,
apasajakahyangsudah
terealisasikan
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Masyarakatdilibatkandalam
musyawarahataurapa
perencanaan,disitumasyarakat
diberikankesempatandalam
memberikanpendapatatau
masukanuntukpemerintahdesa
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
Untukmasalahseperti
penyelewenganaparat,
masyarakatkurangmengetahui,
116
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
mungkinhanyaaparatdesayang
mengetahui
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
masyarakatdilibatkan,tokoh
masyarakatdanBPDjuga
dilibatkandalamevaluasiADD.
